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ABSTRAK
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Badan Use
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Daera™@Jeh ena m adanya

erdapat permasalahan ‘dalan@@penditiannya yaitu m
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kepada Kepala Daerah dalam memberlkan kuasa harus memperhatikan pemberian
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Pendirian PT dimana Pemerintah Daerah harus juga memperhatikan PERDA yang

menetapkan pendiriannya sebagai landasan pembuatan akta terkait dengan
permodalan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Bel
upaya untuk
denesia yang
asar 1945

uatu ¢lindungi

enap bangsa Indonesidfilan ' atdan untuk
dan ikut

damaian
kum di Indoqze vs selaras
gunan nasio

“ Mangunan harus

a. Hukum s I ; Gttt an

d merupakan pemikiran yang
paling sederhana bahwa hukK®i ada untuk memberikan kedamaian pada
masyarakat, untuk memberikan kedamaian dalam setiap peristiwa dan
berapapun harganya. Hal ini merupakan konsep yang disebut sebagai

tahap hukum primitif.

b. Hukum sebagai sarana pembangunan

' Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2 CFG. Sunaryati Hartono, Hukum Pembangunan Indonesia, Penerbit Binacipta,
Bandung, 1988, him.10
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Fungsi hukum ini berarti bahwa pembangunan hukum itu perlu dilakukan
dengan sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan suatu sistem
hukum pembangunan nasional. Sebagimana dinyatakan oleh Mochtar
Kusumaatmaja bahwa fungsi hukum yakni sebagai sarana pembaharuan

masyarakat.’

c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan

Fungsi hukum ini dalam pembangunan nasional penting karena untuk

terlaksananya tujuan peg pan secara berencana adalah untuk
bertahap meagub tagaf hidup dan kesejahteraan

ketegangan dalam

d i ]
. ' P Idllan didalam
gai sarand peid asyarakat

araka g tid2 empuny % 1an kaidah-
h hukum baru, huam f€fjadii§cbagai pola kebia aan yang

iterip@Sbatk ole™shasyarakat. 8D 3 hal pé& pounafl hyllim maka

harus . ¥ 3 an da an yang

canakan olghi¥pe ﬁ an diferima sebagai ebiasaan
i@ [ ]

lama secangsur angsur
bimbime keatal S ukulbmg baru dan
i ff : “ 3l dan kehidupan

Melihat !nd L ut untuk  pelaksanaan

pembangunan juga secara kh

lplll’l men

iterapkan pada pembangunan ekonomi,
karena pembangunan ekonomi merupakan aspek yang paling singnifikan
dalam pembangunan nasional. Dengan ekonomi yang lebih baik dapat

menciptakan pembangunan dengan lebih baik.

Penerapan fungsi hukum dalam pembangunan nasional terutama dalam

hukum pembangunan ekonomi perlu mendapat perhatian khusus dari para

> Mochtar Kusumaatmadja, Hukum. Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,
Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.
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penegak hukum karena, hukum tidak secara otomatis bisa meningkatkan
pembangunan ekonomi justru sebaliknya hukum malah menjadi hambatan
dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, agar bisa memaikan peran
dalam pembangunan ekonomi maka hukum harus mencerminkan tiga hal yaity

preditabilitas, stabilitas dan fairness.”

Prediktabilitas adalah hukum harus mampu memberikan kepastian
karena dengan tidak adanya kepastian hukum pada pembangunan ekonomi

berdampak pada investor teg avestor asing. Hukum harus memberikan

kepastian mengenai 0a ; ; mig dan mendapat perlindungan

hukum termpg ,

St : 1 memberikan
00 . At am. hubungan

oritohnya Kkepenitinga antara prodise 2Ngs onsumen,

ara pcngisaha dEAgAn kamyay n antara

n daerah

anah dengan pemetimtaliderkatf infrastruktur, da

dengan peng a.

\ airness bcrarisba , dapat membemkandkeadilan
masyarakat SMofinb i gadi sebagaimana disebutkan

mperhatikan bahwa

se a pada fungSTRER
&7

pada era AT! 2a Mmic 2 asi ekonomi yang
menghendaki

o
transparansi dan akun 1t3

Hukum pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia berdasarkan

ckonomn

kepada dasar negara yaitu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh
karena itu, pembangunan nasional harus dilaksanakan untuk menjunjung

tinggi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Indonesia dengan

* Leonard J. Theberge, Law and Economic Development, Journal of International Law
and Policy, Vol 9 (1980), hlm. 232. Dikutip pula oleh FX Joko Priono, Peran Negara Dalam
Pembangunan Hukum Ekomomi, Jurnal Law Review, Vol X, No.1-Juli 2010, him. 2.
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adil dan merata. Sebagaimana dinyatakan lebih lanjut pada pasal 33 Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa:

“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasiQaal diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi deng cbersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanj Y ¥ pogagn, kemandirian, serta dengan

: uan ekonomi nasional.
e gan pasal ini diatur

Nl pulkan bahwa
Pancasila, Siste Pancasila

i dasar : Aksag siste varus  dapat

an di_dumia usahayd ong8la. Mclilat sisitem pancasila,

ideologi __tet§ebut bers yang DOraiits, pemeris harus

1 dan Hal terse ana oleh

bah dengan intah pada ¢ ktor yang

SH bagi kehidup o lomi yang bewn pancasila,
yaitlﬂ ﬁ' -."i\ h’

a. EKemo asal]

b. Harus mav £ . ‘

c. u‘ *‘iwf‘ L

d. Orang-orang kecil harus df@€hgar suaranya yang kemudian dijadikan

Harus memiliki u

perimbangan dalam pengambilan keputusan

e. Berkeadilan sosial

> Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 33.
®FX Joko Priyono, Peran Negara dalam Pembangunan Hukum Ekonomi, Jurnal Law
Review, Volume X No.l — Junin 2010, (Jakarta: UPH), hlm. 13.
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Sehingga dalam ekonomi pancasila sila pertama dan kedua menjadi dasar
pembuatan kebijakan, sedangkan sila ketiga dan keempat adalah cara

membuat kebijakan dan sila kelima adalah hasil dan tujuan.

Penguasaan oleh pemerintah pada kondisi negara berkembang
merupakan suatu tantangan tersendiri baik dari sisi pendanaan, teknologi dan
keilmuan. Oleh karena itu, pengusaan tesebut sedikit banyak harus tedapat
campur tangan swasta. Pemerintah dan sektor swasta memiliki korelasi yang

sangat erat dalam suatu bing ang disebut “incentives and rewards”

yang bermanfaat sgca dusdan organisasi yang memiliki

kinerja bai yang positif, yaitu

( } sektor swasta
esejahteraan

piha astg 3 a fersendiri

mbangunan eckoflemi@yang® berdampak padg sebagai

pengaturny clihat tdeelos néasilaifdan Uné ndang Dasar 1945

djukan § {an usaha

Wecﬂ dan me

ditambah

n sepe

tetapi, di era

ftasi asing Wampak dari
dlta ganinya perjanjic 1 oLl Prgde O ization (WTO)
Y g e .

MENIMBULK G oS d( C Claxdgan penycsualan

dibidang &

Maka, tan 4

memperhatikan dasar negara. S

si seperti

cbut pemerlntah tetap harus
strategls sebagaimana diatur dalam Pasal
33 Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap dikuasai oleh negara. Campur
tangan negara tetap masih diperlukan untuk mensejahterakan kehidupan

rakyat, konsep welfare state masih dibutuhkan dalam hukum ekonomi di

" Syaukani H.R., Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik,
(Jakarta: LKHK Otda, 2003), hal. 17.
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Indonesia sebagai suatu negara berkembang. Friedman menyatakan tentang

. . . ., 8
empat fungsi negara dalam sistem ekonomi campuran, yaitu:

a. Negara sebagai provider
Fungsi ini berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state).
Sebagai negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk
menyediakan dan memberikan pelayanan sosial untuk memberikan

jaminan standar hidup minimal dan memberikan kelonggaran kekuatan

ekonomi.

b. Negara sg

Nega ) ¢ : appengaruh kontrol
kY i ohnya dalam
! poL can cara-cara
SHRexXchange controlls gendalian li g asuknya

gak mentiabulk 3 alahan:
ra seba C J

Vic riedman pakaie fung
gatam ckono pu : batan negara dalam kegiatangdekonomi
‘at dilakukan 14l ‘ néh nerintah semf omi melalui
rasi yang dirmR L Cterbatan negara syentrepreneur

it, LT o an fungsinya sebagai
negara. Negara s ‘ K aan legislatif, administratif dan

yudikatif harus mengembangkan standar keadilan seperti ekonomi umum

penting

yang dilakukan oleh perusahaan negara.

Melihat fungsi negara dalam ekonomi campuran tersebut yang dapat
menguntungkan dan merugikan adalah negara sebagai entreprenur, dengan

negara menjalankan hal tersebut maka mengenai fungsi lainnya negara akan

¥ Wolfgang, Friedman. The State and The Rule of Law in Mixed Economy, (London: Stevens,
1959), dikutip dari FX Joko Priyono, Peran Negara dalam Pembangunan Hukum Ekonomi, Jurnal
Law Review, Volume X No.1 — Junin 2010, (Jakarta: UPH), hlm. 13.
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lebih mengerti dan memahami untuk membuat regulasi negara sebagai
entreprenur merupakan suatu fungsi negara yang masih berkembang di

Indonesia.

Seiring dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dengan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab yang berfokuskan pada kepentingan masyarakat lokal serta

mengikutsertakan partisipasi masyarakat lokal. Esensi dari otonomi daerah

adalah mendistribusikan kewe a.penyelenggaraan pemerintahan tersebut
kepada daerah_p#oy b : ata._dalam rangka melayani
kebutuhan tor unggulan guna

mewuygjud

ulai terlihat

pmomi daerd ‘ ersaingan
1di lebih
an akibat

done unt engg

tetapi, tidak dapadip@dgkil® pengembagan daegah

a yaitu,"peng ngen st dilakn apabila pemerintahan

a ha da ang a tanpa

w pemasukan rg ;% cembangan w k dapat

sWa dilakuka a faktor su a manusia
yan kel

tas bai faktM

e A UTIAANT -U N Jan o PEMICIIN a8 ini merupakan
langkah strate qg.immﬁ (e MOKLED asS] d tlngkat bawah melalui

pemberdayaan partisipagiding W a ericntuan kebijakan publik yang
ditengarai dengan berfungsinya RD sebagai mitra sejajar kaum birokrat
yang duduk di lembaga eksekutif; pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah
dengan masuknya dana dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang porsinya lebih
besar; pemberdayaan sumber daya manusia di tingkat provinsi, kabupaten, dan
kota melalui pelimpahan kewenangan untuk mengatur pemerintahan secara
mandiri; peningkatan pelayanan publik melalui pemangkasan jalur birokrasi

termasuk penatalaksanaan penanaman modal (investasi) di daerah.
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Salah satu konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, adalah keharusan
bagi masing-masing daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomiannya,
misalnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pasal 84
Undang-undang Pemerintahan Daerah dijelaskan Pemerintah Daerah, baik
Propinsi/Kabupaten/Kota dapat mencari suatu terobosan untuk mengelola aset
yang dimilikinya dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk

mengoptimalkan potensi daerah tersebut.

Alternatif yang dilg glech pemerintah untuk meningkatkan

pembangunan dacse 1 € bangunan nasional secara

keseluruhag pengembangan bisnis

didae Dagktah memiliki sisi

itif dar1 pongisre ..I' jan Usaha 13 itu dapat

g ogimbangan
ahd cuntungan-keuntiiiga®yang® diperoleh denga Badan
safla Milgk :

rah didnfarangia
cembangan dagtah d# d gafaiiibahan modad jsta;
elolaan perugahaan ahd Milik Daerah untd sembangan

wkan oleh swasta™raq RESEBaoal plhak yaﬁm ahli dalam

pengembd ,s'

3. Peme "“'--mu-n‘uulmﬁiifusm-_dml eIl dan pada sumber

Meskipun a- , W Iya adan Usaha Milik Daerah
tersebut belum dapat dirasdk Optimal oleh Pemerintah Daerah dan

masyarakat. Opini dan tuntutan masyarakat terhadap Badan Usaha Milik

Daerah secara singkat dirangkum sebagai berikut:’

1. Tidak efisien dalam pengelolaan dan operasional perusahaan.

2. Besar pasak dari pada tiang

o Tebyaan Amaari, “Permasalahan Umum dan Profil BUMD?”, Jurnal Forum Inovasi, Vol.7,
edisi Juni-Agustus 2013.
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3. Birokratis, karena didirikan oleh para pejabat.
4. Kinerja yang buruk.

5. Tidak profesional.

6. Penjual aset negara.

7. Sapi perahan demi kepentingan pemiliknya.

8. Penampung “Pensiunan PNS”.

Opini negatif tcis k dimasyarakat karena ketidak

percayaan mgs atas Badan Usaha Milik

Daerah it an penilaian secara

tepatgter : % ] pei angani Badan
saha 1 b SC . Ttap: jelas untuk
117€ epe an bersana khusisnya kepenti oh Daerah

dirian Badan

Daerah sebagian odalnya
rka CITehi all dipisais @pi harus
samg ad e = dike

endirian Bad3 : Dactall diatur didalagy Undaa@-Undang

3 tahun 20 . Nerin (s acrah (selangutfiya disebut UU
mWh  XTT tentang Badai; Daerah, pada

undang-und mengenal pemerintah

perusahaan '
dijelaskan bahwa pe a

unsur-unsur :

dalam bentuk

erseroan. Lebih lanjut

Milik Daerah harus memenuhi

tata cara penyertaan modal;

ISR

organ dan kepegawaian;

tata cara evaluasi,

o o

tata kelola perusahaan yang baik;

o

perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;

lmp)

kerjasama;

g. penggunaan laba;
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h. penugasan Pemerintah Daerah;

1. pinjaman;

j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;

l. perubahan bentuk hukum;

m. kepailitan; dan

n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Terkait pengelolaan tersebut UU Bemerintah Daerah mengarahkan lebih lanjut

akan diatur dalam Pera 2 Akan tetapi, Peraturan Pemerintah

terkait pengg t belum ada, sehingga
untuk pey : ih, mengacu kepada

kete

Daerah
disebut

cdangkan untu erseoran
ana_qe : : : ¢ all Daerah

badanek : ' Sl _ dang lengenai

F0an terbatas, y:

an Terbatas ( ) j#t )

-’

derda apkatn entLikan'b um Mroan dilakukan
4 N

melaluiakia pénditiai ; : an dasar dan keterangan

2004 tentang

lain berkd hatan akta pendiran,

pendiri dapat t kuasa.'”

Akta pendirian perusd erupakan salah satu bentuk legalitas
usaha yang dibuat di muka notaris, yaitu pejabat umum yang diberi wewenang
untuk itu oleh undang-undang.'’ Maka dalam hal membuat akta pendirian

perusahaan ini harus diwakili oleh perwakilan dari daerah. Terkait dengan

' Undang-Undang No.24 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 343.

" ibid, Pasal 331 ayat (2).

12 Undang-Undang No.40 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 8.

¥ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2010), hlm. 330.
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pendirian ini, yang dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal § UUPT
bahwa untuk pihak yang merupakan pemerintah daerah maka penyertaan
modalnya harus dibentuk dalam peraturan daerah. Secara umum dapat
diketahui bahwa yang mewakili pemerintah daerah adalah kepala daerah maka
dalam pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan yang seharusnya

mewakili adalah Kepala Daerah.

Pada kenyataannya kesibukan kepala daerah tidak memungkinkan bagi

kepala daerah untuk terus hag elaksanakan sendiri setiap pendirian

Badan Usaha Mii i danosung selaku perwakilan

pemegang ‘ sudah sewajarnya

ini dilakukan.
dilaksanakan

d PCle
tuk memutusaka
Itika pinan Wi
ptivasi p
enilaian pribg 1-m

an wewcenary

2. Delegation is A

an organization. This concept include the idea of assigning duties and

thority is distribute throughout

authority to those individuals who are exected to assist in attaining the

desired goals.'®

' Ero Rosyidi, Pelimpahan Wewenang (Bandnung: alumni, 1984) , him.viii.
' Sutarto, Kamus Administrasi, (jakarta: Gunung Agung, 1972).
' Staff of Rohrer, Hibler & Replogle, edited by Charles D. Flory, Managers For
tommorow.
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Permasalahan yang timbul adalah untuk pendirian Badan Usaha Milik
Daerah maka pemerintah daerah yang diwakili oleh kepala daerah dengan
kesibukannya tidak memungkinkan untuk hadir penandatanganan Akta
Pendirian Badan Usaha Milik Daerah akan tetapi dapat diwakili. Namun,
sejauh mana kepala daerah dapat diwakili dan bagaimana cara mewakilinya
atas jabatan apa seseroang dapat mewakilinya tidak diatur secara khusus dan

masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan ini.

Berdasarkan latar belalks

gsebut diatas, maka penulis tertarik untuk
dapat mengkaji lebi poan dan pelimpahan wewenang

erah. Oleh karena itu,

-
>

atas pendiri

penuligh b
P

I

-
-
=
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B. Pokok Permasalahan
Maka berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah mengenai

penerapan atas dua hukum aku di dua negara yang berbeda berupa :

1. Bagaimg C ] ala daerah sebagai wakil

dari , eseroan Terbatas

d V ] f‘l at
. 53 a cwenangan
ndatanganagialtaine an Pesero jan Usaha

eneliti

Berdasarkan™ ¢ 3 i i an di atas, yhan dari

-

suatu gambaran

Y

erintah Daerah dan
ilik Daerah khususnya
Badan Usaha e uk Perseroan Terbatas dan tata
cara pelimpahan kewenangan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah
Daerah selaku Pemilik Saham, sehingga akta tersebut terjaga
otentisitasnya dan dan tidak menimbulkan permasalahan hukum

dikemudian hari.
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Dengan demikian, diharapkan pihak-pihak terkait baik itu Pemerintah
Daerah, Kepala Daerah, Notaris, Investor, akademisi, serta
masyarakat luas dapat memahami permasalahan terkait dengan Badan
Usaha Milik Daerah, sehingga segala kekurangan dapat diberikan
masukan untuk mengingkatkan kemanan dan kenyamanan pihak-

pihak yang terkait.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umu ian ini juga memiliki tujuan khusus, yaitu

untuk:

c ngenai tata cara,

. 20 Milik Daerah,

PCrsg . aitkan dengan

ewenangaitayan SEmeiyal al lam Akta
H
=

Mengkaji da
cwenangan pejabat [pe i C ciah dalam

pen

. Meng d 2nge mengenai mhana cara
]

W’ 1 aerah yang
ian Badan Usaha Milik

pemb flan Usaha

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan suatu pendalaman lebih mengenai
Pemerintah Daerah sebagai suatu organisasi yang kompleks dalam
menjalankan kewenangan dan pendelegasian kewenangan kepala daerah

dalam akta notaris khususnya pendirian Perseroan Terbatas Badan Usaha

Milik Daerah.
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E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah
metode penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian ini dilakukan
penelaahan terhadap asas-asas hukum dan norma-norma hukum, yang didapat
berdasarkan bahan hukum primeg,dan bahan hukum sekunder, selama bahan-

bahan tadi mengandung " Dalam konsep normatif ini

hukum adalgi poan keadilan, ataupun

tang te jelas tertulis untuk
kepastian : : j & tidak terbatas

nad: T o Ng , gan seperti

pkuartikel, tesis, Jv wsutatikabar dan ba ag nya serta
, N Kewena . Usaha

rah/Badan Usaha™MiliK oara. J
B me lakguk : ; i ¥ le yang
digunakan adalah mctode 3 et i digunaka adbeberapa
Hngan, yaitu: dingiiin gtodesi i [EBIh peka dan dap yesuaikan
di J:n banyak pcoarts p.PoIApola yang dﬁ@(edua hasil
penelitian di _‘if';'; ‘h gnasi data yang paling

1. Bentuk Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan

penelusuran asas-asas hukum kemudian dibuat interpretasi terhadap

' Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1990) hlm. 13.
'8 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), him. 33.

¥ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,
2000), hlm.5
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peraturan hukum umum yang dilanjutkan dengan pengujian hasil
terhadap interpretasi terhadap teori dan atau prinsip-prinsip hukum

umum.20

2. Tipe Penelitian
Penulis dalam melakukan penulisan tesis ini menggunakan tipe

penelitian yang berbentuk preskriptif *', yaitu bertujuan memberikan jalan

keluar atau saran u wasalahan khususnya permasalahan

endirain Badan Usaha

dalam ke ; d% ‘
Mil}i d . ‘ 5
5 ta ' )

penliSan tcSISHR1T monBetns Data-data

er adalah data g Mdipergleh penulis dari bahansk hukum

ng be§umber da ) afi*kan ¢ can [ebill” ldmjut pada
0 berik 3 ig ruh DA ata yang
oleh dapat mgiban plisis dan meny engenai

“aeff L

S J dalam suatu penelitian
hukum terarah pa er dan sekunder. Penelitian ini

menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data
sekunder. Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau
menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan atau

koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka

2 Soerjono Soekanto, et. al., Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
2011), hlm.62-64.

21 Sri Mamuji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.4.
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atau literatur. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini

penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer
Berupa bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas, bahan hukum primer dalam penelitian ini
meliputi: Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Perseroan
Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dgag adang-Undang Nomor 5 tahun 1962
tentangs Pg ! . atyean Menteri Dalam Negeri
g Badan Usaha Milik

a yang terkait

' \ % : Daerah.

n Hukum

: ekung | dar - inder, yaitu
merupakan bahafiyhu g memberikan j i
' huku I crti -bu I

ita alahan tlan ini.

ulis jug et data sekun langsun
Ao

n melalui WW, observasi
Y

prificiNsd Mmisalnya atal| literatur
ang @

Selain itu,

dari lemba

5. Alat

Untuk mela ap permasalahan dalam tesis ini,
maka penulis akan menggunakan alat pengumpulan data yaitu berupa studi
dokumen yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara umum
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan, wawancara
kepada pihak-pihak yang terkait dengan pendelegasian kewenangan
pemerintah daerah dalam pendirian dan pelaksanaan Badan Usaha Milik

Daerah/Badan Usaha Milik Negara dan notaris terkait pengaplikasian

pendelegasian kewenangan kedalam akta notaris.
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6. Metode Analisis Data

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dilakukan dengan Metode
Normatif Kualitatif. Secara normatif karena penelitian ini bertitik tolak
dari peraturan-peraturan yangada sebagai hukum positif. Kualitatif karena

akan menguraikan d ecara sistematis untuk selanjutnya

ditafsirkau Al @ : Y penelitian.

nakan hasil

crian. pendapat

EMATIKA
' Penulisan ga) bab dan emudahkan

p#aca dalaty SAinl 2 1178 i kanh-lyusun dalam
s N

d

ang masalah yang menguraikan
tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas. Selain itu
ditentukan pula pokok permasalahan yang membatasi topik
permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Dijelaskan pula
mengenai tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian
sumber dan jenis data, serta sistematika penulisan sebagai

gambaran umum tentang penelitian yang akan ditulis.
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BAB2 TINJAUAN UMUM MENGENAI BUMD/BUMN DAN
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi uraian mengenai Tinjauan Umum Tentang Badan
Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara mulai dari
Bentuk Badan dilik Daerah/Badan Usaha Milik Negara,
Tatg Peranan Badan Usaha Milik

a Tinjavan Umum

1é h 7!
te ke Pelimpahan
32119 ; /F d ewenangan
& o 1 'ﬂ%ﬂl g 18 o waYe a h.
‘3 A2 . » : DAERAH

PALAM PPNDIER AT A WA AER PADA
EGASIA 'ENANG

an menyentuls,_bahasan untama

3 rmaMln yang akan
"i‘ Kepala Daerah pada
i pendirian hingga

.-.,‘bagaimana pembatasan

pendel a g dimiliki oleh Kepala Daerah

serta  contoh-contoh  kewenangan dan  pendelegasian

kewenangan pendirian atau selaku perwakilan pemegang saham

pada beberapa daerah.
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BAB4 PENUTUP

Bab terakhir ini akan berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan
pada bab-bab sebelumnya yang mencakup kesimpulan atas
analisis yang telah dibuat oleh penulis. Bab ini juga akan
memuat beberapa saran terhadap permasalahan yang dihadapi
sehingga diharapkan akan terdapat perbaikan yang sifatnya
bermanfaat untuk masa yang akan datang terkait dengan

pelimpahan an kepada pemerinta daerah maupun

notas € 3 berkaitan dengan Badan Usaha

)
\> Y
SYEY

1-7;—'
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BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD

A. Tinjauan Uy \@ 3
P ] a q
Oleh (1 C % 1)
% pbatt i pr1

san pemerintahan
acrah menurut asas
luasnya dalam

'l
oto nsi Sg

prinsip INces Kesa Republi S1a agaimana
F

da ndapgiPasa; oare 2sia Tahun

at dan Daere

s fan aptara su yang

as mulai dg : < OKrasi nasione demokrasi
n isu-isu lai erks oan ubungan anta gara dengan
m_?t.Hubungan i”knya masih

g timp ";:;' a tam % ! inganipantata kedua satuan

peme tah pusat untuk

Daerah pad

serin

memegang Keldall ataszherbagat tibsapwmasih sangdt jelas dan kewenangan

yang diberikan"Kepad terbatas, sering kali hal

tersebut disebut sebagai sudtu dar1 Negara kesatuan yaitu sentralis.

Berbeda dengan Negara-negara federal, negara-negara bagian relatif
lebih memiliki ruang gerak yang leluasa untuk mengelola kekuasaan yang ada
padanya, karena kekuasaan Negara terdesentralisir ke negara bagian. Karakter

yang melekat pada negara federal adalah disentralisir dan lebih demokratis.

" Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No.23 tahun 2014 , LN No. 244
Tahun 2014, TLN No. 5581, Ps 1 (2).
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Secara kontekstual dalam sistem negara kesatuan pemerintah pusat
dijabarkan sebagai pemonopoli kekuasaan negara dan pasar, sementara daerah
digunakan untuk menggambarkan komunitas yang tertindas. Hal tersebut
terlihat didalam sejarah politik di Indonesia, Pemerintah Pusat dijabarkan
tidak semata-mata sebagai pemerintahan pusat, tetapi juga dengan Jakarta, dan
bahkan Jawa, yang dianggap sebagai kelompok sosial dan ekonomi yang
mampu memanfaatkan kekuasaan negara di tingkat nasional. Sementara itu

daerah bukan semata menggambarkan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai

bahkan luar Jawa. Pemberontakan

daerah di tahun 1998-

masyarakat dan wilayah
daerah sepapg d
1999 a dalam sejarah
ejolak politik
g~ menuntut
T Sulawesi h.” Selain

an AITnya oan politik

pleks dari pem@fintai¥l pugdt dan _daerah. Seg alasan

hemberonta ersebut'dapatidijabdrkan

efriberontakan” d1 flar yah a dilatatr belakangi OYeR®RCiimpangan
rktur ekonomi o, A e & a dan Luar J3
b. rontakan dderan or d¥dorong oleh k aan terhadap

pemering ﬁr 2 |- "*‘i ; ang yang memadai

terhads pililadCrall Unfuk Mcniaca.kepe

Pengorg&er & ;

V

dengan pengorganisasian

sipil.
d. Perdebatan mengenai dasa gara yang menjadi pemicu munculnya
pemberontakan di daerah.
Secara keseluruhan sistem politik yang otoriter dan sentralisasi sumberdaya
politik dan ekonomi di pemerintah pusat dianggap tidak sesuai lagi. Akan

tetap, hal tersebut terjadi proses negaraisasi (state formation) secara luar biasa.

2 Colin MacAndrew dan Ichlasul Amal, Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 137-162.
* Nimatul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2012). hlm. 2.
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Dari pergulatan panjang tersebut lahirlah kesepakatan untuk
memberikan otonomi secara luas dengan tetap mempertahankan bentuk negara
kesatuan. Hal ini terlihat didalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Setelah keluarnya peraturan tersebut ternyata Pemerintah Pusat
kehilangan kendali. Antara Pusat dan Daerah, kebijakan Pemerintah Pusat

dipandang tidak sesuai denga igasi Daerah. Selain itu pada Undang-

Undang Nomor 2k g intah Daerah menegaskan dalam

erah Kabupaten/Kota

: rafigkeduanya tidak
rah dalam es 1 otonomi

Pasal 4 ay, :
a-ca ngu i can pula

tidak
ha

hubunga

ungan kewenang unggn pengawasan deieh gan yang

1moul darj an orgaiisastpemictintalgdacrah.

\ Viaka, pada™tahum 2OBESk ahBBndang-Undang ot £3 tahun

tang Pemeri D3 thiy 2 18b enjelaskan 1 otonomi,

dm asi, kewenaffoan"Kewenangail pada pemerintah Iimang berlaku
e N

, maka wajib adanya

o2 . :
jaminan bagi ame‘ eg alat perlengkapan negara untuk

dapat menjalankan pemerintahan, dan warga negara memiliki hak dan

saat ini.

kewajiban mendapatkan jaminan perlindungan. Oleh karena itu pejabat
administrasi negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
berdasarkan asas legalitas (legaliteitsbeginsel atau het beginsel van
wetmatigheid van bestuur). Asas legalitas sebagai prinsip utama dalam
penyelenggaraan pemerintahn dalam setiap negara hukum, berarti bahwa

setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki
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legitimasi, yakni kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.*
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lukman Hakim yang mengutip dari
H.D Van Wijk sebagai berikut: “Wetmatigheid van bestuur: de
uitvoerende macht bazit uitsluitend die bevoegdheden welke haar
uitdrukkelijk door de grondwet of door een andere wet zijn toegen.”
(Pemerintahan menurut undang-undang: pemerintah mendapat kekuasaan
yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau undang-undang

dasar).’

Asas legali ] ] o erikan perlindungan kepada

anggot; ' ¢ : an asas ini kekuasaan

d , \ apat diprediksi.
G . , i n, perundang-
; : ] akat  untuk
\ O \ n.

keadaan

HR 1 asas legalitas addla enang,

12

Het ve epaalde clingen,

kemampua pkan hukum engenai

an HR daw Stout yang
L=

nang itu, sd

door publie
rechtsverkeer”

4 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),
Hal. 100- 101 dikutip dari P. Nicolai, et.al., Bestuursrecht, (Amsterdam, 1994), him.4.
> Lukman Hakim, F, llosof Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah: Perspektif Teori
Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan,
(Malang: Setara Press, 2012), Hal.121. Dikutip dari H.D Van Wijk, Hoofdstukken van
Administratief Recht, Vuga, S-Gravenhage, 1984, him.34.

® Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (1), (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hIm.83.

" Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara ...., hlm.83-108
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(Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan
aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan
wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalah hubungan
hukum publik).

Selanjutnya Prajudi Atmosudirdjo mengatakan perlu membedakan
antara kewenangan (authority, gezag) dan wewenang (competence,
bevoegdheid). Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”,

kekuasaan yang berasal dagi asaan Legislatif (diberikan oleh undang-

undang) atau Kek dmipistratif. Kewenangan (yang
biasany, 1 3 kekuasaan terhadap
rhadap segolongan
bidang pemerintahan
gnang hanya

ondcrdilate dalam K¢ terdapat

ang-wewenang : Sdheden). adalah
saan mela ity tind huku isalkan

CYVe menandatahgani/mei an__surat-St izin seorang

jabat atas nama ¢ q wetlangan telap 2 di tangan
‘teri (delegasi € )ik
qunu . itu diartikan
lebih lut ﬁ eked

O tdl d

: oriia weMg 1
statu ";I\ an untuk menimbulkan

pat berbuat atau

melakukd® i n mengenai wewenang
untuk menimbul tetapi juga untuk dapat secara
nyata (feitelijk) mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi
lain. Wewenang pemerintahan menurut sifatnya selalu terikat kepada suatu
masa/waktu tertentu, tidak berlaku untuk selama-lamanya. Selain itu baik

pemberi wewenang , maupun sifat serta luasnya wewenang pemerintahan

serta pelaksanaanya dari suatu wewenang akan selalu tunduk pada batas-

¥ Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Cet.10, (Jakarta: Ghalia
Indonesia., 1994) him.78
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batas yang diadakan oleh hukum. Mengenai pemberian wewenang maupun
pencabutannya, terdapat batasan hukum yang tertulis maupun tidak
tertulis. Demikian juga mengenai pelaksanaan suatu wewenang
pemerintahan, ia selalu tunduk pada batasan-batasan hukum yang tertulis
maupun tidak tertulis, dalam hal ini asas-asas umum pemerintahan yang

baik.’

Dengan adanya desentralisasi maka berpengaruh pada kewenangan

didalam pemerintahan yai psentrasi atau pelimpahan wewenang dari

Pemerintah kepada Remerintah dan/atau perangkat

pusat dj

> i e¢h Pemerintah
“Weit: 3 ahun 2014
erintah erah.  Sebe h Daerah

urusan

lintahan Olek infahgd#crah dan"d@Wan perwakil@h rakyat
gerah 1g . ai dan pembd prinsip
otonomi SEIt ) sister dan prinsip ‘Negara Kesatuan

Republik I g5id g ap: aksud dala g-Undang

hun 1945.”!!

Dasar Negd

abar PCinefimtahd ':i‘-

Peimesintahans Daesah,smén AL pel ahan sesual dengan asas

dilihat bahwa

otono ) D da penycre emerintahan Daerah

S

berdasarkaf omil [Daerakh L wenang, dan kewajiban
daerah otonom uffak v u an mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Urusan  Pemerintahan ~ Wajib  yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada adalah

® Indrohartono, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hlm.30.

' Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No.23 tahun 2014 , LN No. 244
Tahun 2014, TLN No. 5581, Ps 1 (8).

" Ibid, Ps 1 (2)

2 1bid, Ps 1 (7)

3 Ibid, Ps 1 (6)
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Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan

Pelayanan Dasar'* meliputi:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

dan sosial.

Urusan Pemeriata k prkaitan dengan Pelayanan Dasar

;
ﬂJ

h. pengendalia C rgaberen "
1. perh od &

]. kom NIKAST Gal
D> g

sebagai

\r
—f
.

lingkungafighiduf

n.
0. persandian;
p. kebudayaan;
g. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) meliputi:'®

" Ibid, Ps 12 (1)
" Ibid, Ps 12 (2)
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kelautan dan perikanan;

o ®

pariwisata;

pertanian;

a o

kehutanan;
energi dan sumber daya mineral;
perdagangan;

perindustrian; dan

= @ oo

transmigrasi.

Daerah berhak meneg

Daerah untuk menyelenggarakan
Urusan : Daerah. Daerah dalam
pada ayat (1), wajib
itetia yang telah

an. kebijakan
an pada
bKan oleh
intah Pysat. TugaggPembanglion adalah penuga erintah

usat lpacda daeraliy o melaksafiadkan scbagiaf® Urusan

htahan 3 ?emerl atau  dari

Wrintah Dae Rr ﬁ .ou Dacrah kab

W(sanakan sel
DJh proyi

a untuk

an yang mWewenangan
L=

1 u terikat kepada suatu
a 1 a-lamanya. Pemberi wewenang,

maupun sifat serta luasnya wewenang pemerintahan serta pelaksanaanya dari

Wewenan

masa/waktu tertentu, tid

suatu wewenang akan selalu tunduk pada batas-batas yang diadakan oleh hukum.
Mengenai pemberian wewenang maupun pencabutannya, terdapat batasan hukum
yang tertulis maupun tidak tertulis. Demikian juga mengenai pelaksanaan suatu

wewenang pemerintahan, ia selalu tunduk pada batasan-batasan hukum yang

' Ibid, Ps 12 (3)
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tertulis maupun tidak tertulis, dalam hal ini asas-asas umum pemerintahan yang

baik."”

Kewenangan yang bersumber pada batasan hukum yang tertulis dalam
suatu tatanan hukum merupakan kewenangan yang bersumber pada peraturan
perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

a. Atribusi

Menurut  H.D gttributie  toekening van  een

bestuy : 7 e een bestuursorgaan

ahan oleh pembuat

laskan bahwa:

hkent die toe

bestuursorg wiar | wgdan zijn, of
g/ege

pembuat undang-0fiidan g nar rintahan

yangd danmenyvera 2 . grintahan.

a besupa. [emb: u suatu

embaga pC ta diciptakan Pad
ersebut).'” Dlah fal a wewenang n
“r{wenang bara atau .n aS enang yanhu ada dengan
n

og *:;r"""’r ein da ':i anaait*wewenang yang

ST , 7 pada ima wewenang

empatan

ciptakan

b. Delegasi
Delegasi menurt®® D van Wijk adalah overdraacht van een
bevoegheid van het een bestuursorgaan een onder (Penyerahan

wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah

17 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Cet.10, (Jakarta: Ghalia
Indonesia., 1994) hlm.78

'8 Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah: Perspektif Teori
Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan,
(Malang: Setara Press, 2012), Hal.121. Dikutip dari H.D Van Wijk, Hoofdstukken van
Administratief Recht, Vuga, S-Gravenhage, 1984, him.129.

" ibid, him.131.

2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara ..., hlm.108.
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kepada badan atau pejabat yang lain).”' Kemudian dijelaskan lebih
lanjut bahwa delegasi hanya dapat dilakukan apabila badan yang
melimpahkan wewenang sudah memiliki wewenang malalui atribusi.
Dalam delegasi tidak ada penciptaan wewenang baru, namun hanya
ada pelimpahan wewenang dari pejabat satu kepada pejabat lainnya.
Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi
(delegans) melainkan telah beralih pada penerima delegasi
(delegataris).*

c. Mandat;

Wewenang elalui atribusi maupun delegasi

ai bawahan apabila

ngoup melakukkan

i mandat tetap

pabila ia

0 engenai
rtindaléh emberi

vndat (mandans darifang8ting jawab akhldu yang
datanis tctap berada p a pada

¢ piha yemberi

\ mandat Pe ﬁ epada mandat “Kepagad bukan
awahan ma ilak\kan dsal memenuhi“syarat scbagai

SR | A4

R

ginkan, dd : juk kep

Al crupakan wewenang sehari-

c¢) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tidak

menentang terhadap pemberian mandat tersebut.

2! Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah: Perspektif Teori
Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan,
(Malang: Setara Press, 2012), Him.127.

22 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara ..., hlm.107.
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Untuk memperjelas perbedaan delegasi dan mandat, Philipus Hadjon
membuat perbedaan antara delegasi dan mandat sebagai berikut:*

Mandat Delegasi
a) Prosedur Dalam hubungan rutin | Dari suatu organ
Pelimpahan atasan-bawahan: hal pemerintahan kepada
biasa kecuali dilarang | organ lain: dengan
secara tegas peraturan perundang-
undangan.

anggung jawab dan
gung gugat beralih

)

suatu bentuk

: ara. Walaupun dapat
memiliki tujuan dan fungsi

yang sama. Salah satu sektor ekonomi daerah yang diharapkan menjadi

organisas

diartikan berbeda=

tulang punggung dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan

yang berorientasi bisnis adalah BUMD.

2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,op. cit., Hal. 110. Mengutip dari Philipus M.

Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih,
Makalah disampaikan dalam Orasi Guru Besar [lmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994, him.8
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Secara filosofis peran BUMD bertujuan untuk melindungi
kepentingan masyarakat luas dengan cara mengadakan pelayanan yang
sebaik-baiknya, sekaligus memenuhi kebutuhannya sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan secara cepat dan berkualitas. BUMD lebih
bersifat sosial, dalam arti lebih mengutamakan pelayanan umum daripada
mencari keuntungan (profit) semata. Namun, BUMD juga secara makro
juga mempunyai fungsi untuk memberikan sumbangan bagi

perkembangan ekonomi daegah pada umumnya dan penerimaan daerah

pada khususnya.*

ada BUMD, terlihat
terbentur pada
ni. merupakan
keseimbangan
agi dalam

as1 bisnis, pertfifibanda@il kepéitingan sosial-po rangiditerapkan

jals a1c asi, SC pabaikan

O

et gan ekeno ] d -"! ker Ingan 1 h yang

imbulkan pfad pclum optimalfye Vja dalam
sahaan milik

- ,, dlhai oleh badan

yang berbaju

dan inisiatif sebagai
perusahaa sering disebut sebagai

public enterprise, swasta disebut sebagai private

.26
enterprise.

Apabila diuraikan lebih lanjut, dalam kata public dalam public
enterprise mengandung tiga makna yaitu public ownership, public control,

dan public purpose. Berdasarkan ketiga makna itu, public purpose menjadi

**ibid, hlm.111.

® Edison Sihombing, “Mencermati Pendirian BUMD”, Jurnal Forum Inovasi (Juni 2003)
hlm.33.

%% ibid
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inti dari konsep BUMD yang dijabarkan sebagai keinginan pemerintah
untuk mencapai cita-cita pembangunan (sosial, politik, dan ekonomi) bagi

kesejahteraan bangsa dan negara.”’

Sementara itu, dalam public ownership dan public control,
dinyatakan mengingat bahwa BUMD usaha milik rakyat yang dijalankan
oleh pemerintah, wajar apabila rakyat memiliki hak kontrol terhadap
BUMD. Hal ini semakin mendesak untuk dipertegas, mengingat besarnya

investasi (uang rakyat ikelola BUMD. Berkaitan dengan itu,

BUMD seringgdi 3 gaigalat untuk mencapai tujuan

nasiona

an retropeksi
hadom jauh dari apa
pkan baik™@ giintah daerah g asyarakat

jelas at diblktiicanp tah sedang
alakkan pemberd@yaaf@@BUMD terlebih dalam ‘gigeei 1 daerah

arapglim¥. Salah™Satu ‘Peabeidayadh PRdapat dilaku dengan

puh res iS3 ag 2k yang D.

)
‘ Konsep dasar keh A rikfurisasi bagi BUda formal
dis diatur__‘dolam £ < enteri Kg RI  No.

740 . jeftan gl WP ¢ i asi dan Produktivitas

B ' | ‘--—“"'-n"l_m]“;‘i'"“ Sd C U J restﬂlkturlsaSI

perusahaan._gddalahssetiaf % atuk nichingkatkan efisiensi dan
produktivitas perus elalut pe an status hukum, organisasi, dan
pemilikan saham. Lebih I3 ditegaskan pula dalam keputusan tersebut
bahwa restrukturisasi perusahaan dapat berbentuk perubahan status badan
hukum BUMD yang lebih menunjang pencapaian maksud dan tujuan
perusahaan, kerja sama operasi atau kontrak manajemen dengan pihak

ketiga, konsolidasi atau merger, pemecahan badan usaha, penjualan saham

%7 ibid, him 34.
% ibid
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melalui pasar modal, penjualan saham secara langsung, serta pembentukan

perusahaan patungan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditemukan dua makna
penting yang berkaitan dengan restrukturisasi.Pertama, terdapat political
will yang positif dari pemerintah untuk menciptakan perusahaan yang
sehat dan mampu memberikan konstribusi bagi pembiayaan pembangunan
nasional. Kedua, restrukturisasi tidak hanya menyangkut masalah

perubahan dalam struk organisasi (organizational redesign),

tetapi juga melip perti perubahan status hukum,

berarti pengertian

organisg fla ‘ d 14
. ] al efimtah pusat lebih
2 g o' kg pek potensial
; ; : E >0 efisiensi ds tas perusahaan

Dalam__kerangkigy kd pemerintah ya dalam

ebijak Vienterr ik cughg crsgbtit, keb 0 swadstanisasi pada

Ja sang al ; % turisa ck status
Wmnya. Artiny@yy' sta ' D secara Wkan ikut

ilikan modal

Wah seiring d IWbih banyak
Msai l‘(j'}w BWa 2 ii gihlya, kebijakan

88 adap perubahan

! dan prosedur kerja
nUn karyawannya.

Selama 1ini, ada BUMD bertindak semaunya sendiri

manaj

termasuk

disebabkan posisinya yang lebih nyaman daripada perusahaan swasta.
Posisinya yang dekat dengan pemerintah daerah sebagai lembaga
pengelola kekuasaan yang merumuskan kebijakan dan mengambil
keputusan di daerah, membuat BUMD lebih dominan dibandingkan
dengan perusahaan swasta lainnya. Terkadang pelayanan yang diberikan

BUMD berjalan tidak sesuai harapan, tetapi keberadaannya tetap

2 ibid
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dipertahankan karena posisinya kuat. Oleh karena itulah BUMD yang
diswastanisasi bukanlah BUMD yang bersifat strategis dan memiliki
competitiveness yang cukup baik dengan swasta, melainkan perusahaan
yang jika dialihkan kepada swasta dipandang akan lebih meningkatkan

produktivitasnya.

Berkaitan dengan kebijaksanaan privatisasi tersebut, paling tidak

terdapat tujuh metode yang dapat dipilih, yaitu sebagai berikut:*°

1. Penawaran sahags ymum (public offering of shares),

baik sg
tertentu (private

ntor state on

usaha

organization or byeak Wp in@fcomponent part).

ahan 1Vestal : ¢ sektof asta ~ (new | private

atau karyaUagement

t ane
ntrakgMses 12 ) ] ANg C] ease management
€11 ™ )

BUMD harus

estmen

embelian B D

iployee buy

diarahkan : : epada pelayanan publik
yang ditandai den ng meningkat. Organisasi yang
dapat memberdayakan secara optimal seluruh sumber daya yang dimiliki
akan menghasilkan kinerja dan produktivitas organisasi secara optimal.
Dengan demikian akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat. BUMD yang dapat meningkatkan kualitas

pelayanan masyarakat akan menghasilkan kepuasan masyarakat yang tentu

' Nick Devas et al., Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia (Jakarta: UI Press,
1989), hal. 81.
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akan diikuti dengan timbal balik atas imbalan jasa yang diberikan. Hal ini
berarti kepuasan masyarakat akan berdampak positif pada penjualan jasa
yang lebih tinggi, sehingga BUMD akan lebih meningkatkan kinerja yang

berarti produktivitasnya meningkat pula.

2. Fungsi dan Peran BUMD
Sesuai dengan tujuan pendiriannya, guna menunjang penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, BUMD mempunyai fungsi dan peranan sebagai

berikut:*!

Daerah  di bidang

a. ‘ ;
'noml
as1 Bisnis BUMT
Pada inya ‘operasi jbisnisoF J ak dalam

bida Sa layanan kopad: Ardkat (public ser cpeitl alr minum,
anganan sampaigepe , accdung, tama araty dan lain
‘gainya. Ke afi MIneluas kepadd al lainnya
.‘ 1 jasa keuanZanr i SSIASEY eztertar ment gas Man tol, dan

anya gmengadakan kerjasama

“Tnmn...mmnm..ﬂ--mﬂ : Inya'kerjasama PAM
Jaya dengall mitra bissti ‘ guis.dan PCrancis. Namun demikian,
core business yan ahdan daerah adalah penyediaan

public service kepada masyarakat luas.

Di dalam melakukan kegiatan bisnisnya, banyak sekali BUMD
yang juga dibebani fungsi non-bisnis sebagai agent of development oleh
Pemerintah Daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi Pemerintah Daerah
sebagai penguasa publik didaerahnya yang seringkali mengakibatkan
campur tangan yang berlebihan dari Pemerintah Daerah kepada BUMD-

! Henry Faizal Noor, “Prospek dan Tantangan BUMD Sebagai Penggerak Ekonomi
Daerah,” Jurnal Forum Inovasi (Agustus 2003): 57.
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BUMD yang ada. Walaupun seringkali penugasan semacam itu bertujuan
untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, misalnya dengan
penyediaan kredit bagi golongan ekonomi lemah melalui BUMD
Perbankan, namun campur tangan semacam itu justru mempersempit lahan
bisnis BUMD yang ada dan melemahkan daya saing mereka dalam
menghadapi usaha-usaha sejenis yang dijalankan oleh pihak swasta.
Dengan penugasan sebagai agent of development dari Pemerintah Daerah,

seringkali BUMD dijuluki sebagai Badan Usaha yang berfungsi sosial.>

Selain dfu & gemikiran tentang bidang usaha

eh melakukan semua

meskipun jenis

yang bg : {
edua, bidang
\B D AN o ng dengan

L grintah TUS kepada

asyarakat. Dengan d@@mikiamy ke lapat, kalau
dahfha , C 1ka tidak
dij ' ida 3 AL

L
adik isalnya
perdagangan uruiya . ) difakukan oleh™swastaf di suatu

MD.

ah, maka tida agai bidang u

m rush yang dikelola

ika suatu bidang

Pemerintah Daerah

’ iUenimbulkan persaingan

ngan swasta. Jika persaingan ini

tidak lagi
tidak sehat antara
dibiarkan, pada akhirnya akan menyebabkan inefisiensi ekonomi.

Bagaimanapun, secara bisnis pihak swasta akan lebih efisien untuk

32 Safri Nugraha (1), “Privatisasi BUMD Aspek Yuridis-Praktis Dalam Pelaksanaan
Privatisasi di Daerah,” Jurnal Forum Inovasi (Juni 2003): 33.

33 Edison Sihombing, “Mencermati Pendirian BUMD,” Jurnal Forum Inovasi (Juni
2003): 22.
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mengelola dibandingkan dengan BUMD yang dalam hal ini merupakan

perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah melalui BUMD-nya dapat saja melakukan
suatu bisnis, misalnya di bidang penginapan, jika memang di daerah
tersebut swasta belum ada yang tertarik untuk melakukan investasi, namun

akan lebih baik bersifat sebagai usaha perintis.

4. Bentuk BUMD
ilik Daerah (BUMD),
oah, Terbatas (PT);

1 berikut :

at ini banyak

¥aan Daeig o Jdbentu 2 ran Daerah

da). I ; ' Perusa , BUMD

ang ada seg i ; berdasarkan blik dan
[ ]

k berdasar

ukan huku um publik,

{No MPesusahaa erah tersebut
m‘x aH i

dari penguasa

Perusahaan Daerah
tersev. . : ‘ berada dalam wilayah
kekuasaan hLT‘ Laontoh, dalam Penetapan Perda
tentang pembentukan Perusahaan Daerah, akan sangat banyak
kepentingan-kepentingan yang ada di daerah mempengaruhi
penetapan Perda tersebut, sehingga Perusahaan Daerah yang tercipta
adalah suatu perusahaan yang sudah diwarnai dengan berbagai
kepentingan di dalamnya. Setelah PD tersebut terbentuk, tentu Direksi
dari perusahaan tersebut akan selalu dipengaruhi oleh pihak-pihak

yang berkepentingan tadi.
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Bentuk hukum sebagai Perusahaan Daerah kemungkinan
didasarkan atas 4 (empat) hal, yaitu pertama, untuk menunjukkan
bahwa perusahaan tersebut milik daerah; kedua, perusahaan itu
beroperasi di tingkat daerah; ketiga, perusahaan tersebut harus selalu
terkait dengan daerah pendirinya; keempat, perusahaan tersebut

didirikan untuk memajukan kesejahteraan daerah.*

Hal pertama menunjukkan bahwa status perusahaan tersebut

adalah milik daera PD tersebut dimiliki oleh daerah, dan

bukan mild aqupun negara. Dengan menjadi
i } a hukum merupakan

k allaan daerah
perusahaa X; _{ Mjadi tundd n hukum

elaks an Keglatan o

nduk pada hukuipublik, sg#fap pejabat publi

adap sah ae ersebutidan. melakukad8berbagai

crvensi fap an terse contoh,

p
‘Badan Penga ;a ﬁ e- jaan Daerah wrdiri dari
")ara pejaba A posisi selw itu, tidak
d‘len ﬁ ANa 3 at ut thmempengaruhl

can harus tunduk
p

a|Ha adanya kecenderungan yang

aitu Perusahaan Daerah memanfaatkan

sering terjadi bagi BB
status hukumnya sebagai perusahaan yang tunduk pada hukum publik
untuk meminta perlindungan kepada penguasa publik di daerahnya,
misalnya untuk mendapatkan dana subsidi, proteksi dari
kebangkrutan, memperoleh hak monopoli, dan berbagai hak istimewa

lainnya.

3 Safri Nugraha (1), “Privatisasi BUMD Aspek Yuridis-Praktis Dalam Pelaksanaan
Privatisasi di Daerah,” Jurnal Forum Inovasi (Juni 2003): 31.
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Hal kedua adalah istilah Perusahaan Daerah menunjukkan
bahwa perusahaan tersebut beroperasi di daerah, berarti sebenarnya
telah mempersempit ruang gerak perusahaan tersebut. Sehingga
apabila diminta untuk go-nasional ataupun go-internasional maka
akan terdapat kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi untuk
menjawab permintaan tersebut di atas. Sehingga kemungkinan yang
terjadi adalah bahwa para direksi Perusahaan Daerah yang terbiasa
berbisnis di tingkat daergh akan terasa berat untuk harus melangkah

beroperasi di ting aoi di tingkat internasional.

harus selalu terkait

a
d da D efilgkankan kepada

IE IS 501 3 ing dilahirkan
daera 0| E : harus™ se oingat proses

seb menjag CIUSa secara

OKum sebagai miik di 1 daerah. KofiSep jadikan
perusz grah $€pa prang ano ha menerus

gabdi kepada"Okaf a4dfn hasus sela 5a orang

'1 tua yang ‘te annya.| Scba gai akibatfiy@ asi dan
kreativitas d N & A4 cra an selalu diik an norma-

iv‘iertulis, yang

Ybaak “fetttilis ataupun

h dibentuk untuk

al langsung pemahaman
ng sempit bahkan bertentangan

dengan Undang-undang Dasar 1945 yang mendasarkan pada konsep

seperti ini a

kesejahteraan nasional bukannya kesejahteraan lokal (daerah).
Perusahaan Daerah seharusnya memberikan kontribusi kepada
perekonomian dan kesejahteraan nasional dalam fungsinya sebagai
milik bangsa Indonesia, dan tidak hanya untuk menyejahterakan

daerahnya saja.
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Hal-hal semacam itu menjadikan perusahaan daerah secara
yuridis sebagai badan usaha yang marginal dan tidak cakap bertindak
secara hukum karena selalu berada di bawah kontrol dan proteksi dari
pemiliknya. Konsep seperti ini berarti mempersempit fungsi dari
BUMD sebagai perusahaan yang seharusnya bertindak secara
profesional, mandiri, dan berdaya saing tinggi untuk menciptakan

kinerja dan keuntungan maksimal bagi pemiliknya.

1) Pengaturannya

Q
"\?

mdane srah ters 1an hukum

ilik Daerah adalah
a diatur didalam

ahaan Daerah.

ngatur bahwa,

aan Dae cngan Perdtd Daer, tas kuasa

>

ng kedudukan ebagal badan_ hukum dengan
be ya pera 2 afie bersangkutan. U daerah
tang ' itu setelah
endapat pei an. Menurut Pasal 1

uruf (d) U

Daerah insWasan adalah
enteuiPa CHFD2 bemvgl Kabupaten.
Ll > ."‘zp NS

cusahaan Daerah,

ang-undang ini dan

peraq 2 H badan hukum yang
u‘

dimaksudkan g (Undang-undang Perusahaan

Daerah) berlaku segala macam hukum Indonesia.
2) Tujuan dan Kegiatan Usaha

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) undang-
undang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan
produksi yang bersifat: badan usaha pemberi jasa, penyelenggara

kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Perusahaan daerah
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bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah
khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya guna
memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi,

ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan.™

Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang
Perusahaan Daerah menentukan, Perusahaan Daerah bergerak dalam
bidang usaha yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut

peraturan yang mecag tentang pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah,_Caba ! C a0 penting bagi daerah dan yang
me a1 V

d

L yang bersangkutan

) tuk seluruhnya
¢ 1 .6 Undang-
nelaksanakan

61
bekeri A de Usaha

badg saha Milik SWasta™(B S), dan

—d

k seh atau sebagian

dq sahaan Daerah

atu) Daerah yang
dipi” : : abila modal Perusahaan
Daerah terdir‘ a Daerah yang dipisahkan, modal
perusahaan tersebut terdiri atas saham-saham. Modal perusahaan
Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang
dipisahkan terdiri atas saham-saham. Semua alat /iquide disimpan

dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan

3% Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2002), hal. 128.
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berdasarkan petunjuk Menteri Keuangan (Pasal 7 Undang-undang

Perusahaan Daerah).

Saham-saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham
prioritas dan saham-saham biasa. Saham-saham prioritas hanya dapat
dimiliki oleh Daerah, sedangkan saham-saham biasa dapat dimiliki
oleh Daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang
didirikan berdasarkan undang-undang Indonesia dan yang pesertanya

terdiri dari warga nega guesia. Besarnya jumlah nominal saham-

saham prigrije ) S asagditetapkan dengan peraturan

saham-saham  dengan

I - ng Perusahaan
aham-saltof ' 3sahiaatt Daerah s nama’”.

[ pat @ dahtamgankan e
ham-saham pridgigas ha dapat__dipinda

cnax ( Kuasaa: ncgang  Saudl saham

bahwa

kepada

oritas

‘ etentuan

Hdmlmstram

K
i ,,i\

Bupa angkutan.

aft ) pengganti indahan
ubungan dWengeluaran
aerah (Pasal 9
berhak atas 1

Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham/Saham Prioritas
dan Rapat Umum Pemegang Saham (prioritas dan biasa) diatur dalam
peraturan pendirian Perusahaan Daerah. Keputusan dalam kedua rapat

tersebut diambil dengan kata mufakat.

Apabila kata mufakat tidak tercapai, maka pendapat yang
dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Kepala Daerah

dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah.
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Kepala Daerah yang bersangkutan mengambil keputusan
dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang dimaksud (Pasal 18

Undang-undang Perusahaan Daerah).
5) Direksi Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah
anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya.

Anggota Direksi adalah yarga negara Indonesia yang diangkat dan

diberhentikan Qle h_setelah mendengar pertimbangan

acrah yang mendirikan

Dew
Ps ( } put dilakukan dalam
j@ berakhir yang
S ) ang-undang
aan Daer

Angggota®Birek iBerhg arena meningoardy au dapat

diberhg ch Képal@Ddetah yatg gangk:

Permi

. Berakhirny is ﬁ g-g Direksi;
-‘ f Tindakan merugika i an Daerah; aﬂ 'r
. Tindaket ifmdencan tingan Daerah
Ly AN Y

dilakukan setelah
aham prioritas dan apabila
merupakan  suatu ggaran  peraturan  hukum  pidana,
pemberhentiannya tidak dengan hormat (Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-undang Perusahaan Daerah). Sebelum pemberhentian karena
alasan (c) dan (d) dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan
diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam
waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi

tahu tentang niat akan memberhentikan itu oleh Kepala Daerah.

Selama persoalan itu belum diputus, Kepala Daerah dapat
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memberhentikan ~ sementara  waktu anggota  Direksi  yang
bersangkutan. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian
sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian
anggota Direksi, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan
anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan
jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian
tersebut diperlukan keputusan Pengadilan, dan hal itu harus

diberitahukan kepada yagg bersangkutan.*®

bgleh ada hubungan keluarga
16 maupun ke samping
untuk kepentingan

€ saham/saham

suk! periparan

g | melan] Jabatannya
diperlukan izin prioritas.
Angge pkcsi Tl ' ] i pribadi

SUng maaup aan lain

yang meldk 1fa a ang  bertujua gari laba.

Anggota Dir, . oS Srangkap jabatan lah

' in Kepala DIcraty pemesancaSahant saham priorw

nali dengan

dalam dan di luar

an mewakili kepada

apat micnyera
@ % Uunjuk untuk itu, atau
o’ |

awas Perusahaan Daerah yang

kepada seoraA)

bersangkutan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada

orang/badan lain. Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan
Perusahaan Daerah mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan

Daerah. Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur

3% Indonesia, Undang-Undang Perusahaan Daerah, UU No.5 tahun 1962 , LN No. 10
Tahun 1962, TLN No. 2387, Ps 12 (3) dan (4).

37 Ibid, Ps 13.
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dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Sedangkan ketentuan
mengenai pembatasan kekuasaan Direksi diatur dalam peraturan

pendirian Perusahaan Daerah.*®

Di tiap Perusahaan Daerah dibentuk Dewan Perusahaan
Daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Pasal
17 Undang-undang Perusahaan Daerah). Akan tetapi, dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi berada di bawah
pengawasan Kepalg

badan

pemegang saham/saham prioritas, atau

mempunyai

s

Racrah, Wl 1

ah menurut pera

pcoawai/pekerja B@gusa )

yang di ipelch Wep

asarkangperatt

an serta

Kedudukan % oajinensiun, daw
[ ] [ ]

enghasilan iwai/pekerja aan Daerah

Bmberlaku lah mendapat
“ v

dengamd L serhatikan  ketentuan-
A0

peratui O A1T DA u.
7 Anggw.s 1240 d: MF
Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru
mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran perusahaan
untuk dimintakan persetujuan dari Kepala Daerah/pemegang

saham/saham prioritas setelah mendengar pertimbangan Dewan

Perusahaan Daerah. Apabila mendapat persetujuan, maka Anggaran

38 Ibid, Ps 14-16.
39 Ibid, Ps 19.
* Ibid, Ps 26.
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tersebut  berlaku  sepenuhnya,  kecuali  apabila  Kepala
Daerah/pemegang saham/saham prioritas mengemukakan keberatan
atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan itu
sebelum tahun buku baru dimulai. Anggaran tambahan atau
perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang
bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala
Daerah/pemegang saham/saham prioritas setelah ~mendengar

pertimbangan Dewan Pegysahaan Daerah.*!

pei i
yl i
D

-

craturan pendiriaigPeri§@haapiPacrah terhadap p gan tahunan

ugaha berkala dan kegiatan

setiap tahun buku

ek prioritas,

pendirian

.

acrah. an dalam

tidak ] ' Dt tuli gpala ™ /pemegang

ah giaaeri Ofita s itugan taht jap telah

'1 disahkan. i : disahkan < Kepala
Daerah/pemggaii g% 3 2 ioritas. Pen tersebut

#sesuatu yang

wtemberi peDepasan kepad s KSi terhadap

!elud »a!! termasuk anggota Direksi

yang tidak dibebani

t

[¢]

enyimpanan uang, surat berharga, dan
barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau
melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka
dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian
bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti kerugian terhadap

“! Ibid, Ps 22.
2 Ibid, Ps 23-24 (1).
 Ibid, Ps 24 (3) dan (4)
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pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan

Daerah.*

Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas
penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang dan surat berharga
milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik
Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat
penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk

keperluan itu diwajib egmberikan pertanggungjawaban tentang

pelaksa ang  ditunjuk oleh Kepala

an terhadap pegawai

I { P urut ketentuan
emua sura irat lainn an sifatnya

pgan agh Daerah

isimpan di tempatifigasifig- ng Perusahaan D 1 tempat

lajpiiyang dittjuk TOls cpad®® Daera pegang sal@in/saham

oritas, L % lipinda lang atau

u untuk

empat peny, .. hal dian

epentingan

Bertalian dengan

ya, maka surat

Daerah). Dengan tidak surangi hak instansi atasan dan badan lain
yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala
sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah oleh
Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas ditunjuk badan yang

mempunyai tugas dan kewajiban melakukan kontrol atas pekerjaan

* Ibid, Ps 20.
* Ibid, Ps 20 (3) dan (4).
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menguasai dan  mengurus  Perusahaan = Daerah  serta
pertanggungjawabannya. Hasil kontrol disampaikan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

b) Perseroan Terbatas (PT)
Kita sering melihat adanya BUMD yang walaupun berbentuk
badan hukum swasta, PT (Perseroan Terbatas), namun kegiatan
bisnisnya dijalankan dengan gaya birokratis seperti birokrasi

pemerintahan daeral da. Hal ini seringkali diakibatkan oleh

sifat usghagme ; grtiadak sebagai pelaksana order

engherankan apabila

de
| UMD berbaju
ebagaimanagie t_' diseblitkan di -business
adatanpib/ic servie 0ds scbagai
Vent of developnten dagighnya. erkawma#dua hal
. : S

ters menglta cefja. BUNID yangimendapat prgteksi dari

dmerinta 214 S0 tersedia service

‘dengan harg arl ﬁ ) leh masyarw sebagai
[ |

erusahaan C dari Pemer erah untuk

\r

d‘lenu

cakupan operasi bisnt g terbatas (public service yang diproteksi

oleh Pemerintah Daerah).

Status hukum BUMD sebagai milik Daerah seringkali memang
menimbulkan keterbatasan misi dan visi bagi BUMD, terutama bagi
direksinya. Walaupun demikian, bagi BUMD yang berbentuk

Perseroan Terbatas sudah seharusnya menampilkan layanan yang

46 Safri Nugraha (1), “Privatisasi BUMD Aspek Yuridis-Praktis Dalam Pelaksanaan
Privatisasi di Daerah,” Jurnal Forum Inovasi (Juni 2003): 31.
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berkualitas tinggi sebagaimana layaknya produk dan service yang
dihasilkan oleh pihak swasta dan berkinerja sebagaimana
performance yang diciptakan oleh perusahaan swasta yang ternama di

mancancgara.

Operasi bisnis BUMD seharusnya melebar ke berbagai jasa
layanan, baik berupa produk maupun service, yang tersebar luas di
masyarakat. Sudah seharusnya operasi bisnis BUMD dijalankan

dengan profesionalisa semata dan tidak menggunakan lagi

gaya birolras annya untuk menghasilkan

iptakan profit yang

' operasi bisnis
lapgkan sama
Sels 1 e _ BUMD,

perti duduknya Sgara ej At daerg dalam#engawas
atay Dewad isaris ' BUMD, mencl i | suasana
okratis chg dihap na tidak

jatan bisnis w daerah
\
Y

anyak me

ehari-hari.

ang keberadaannya
lakui oleh masyarakat
1dup dan berkembang dalam
masyarakat Indonest Ditinjau  dari cara pendirian atau
pembentukannya, jenis yayasan dapat dibagi 2 (dua), yaitu yayasan
yang didirikan oleh penguasa atau pemerintah termasuk BUMN dan
BUMD dan yayasan yang didirikan oleh orang perorangan atau

swasta.

Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah ada yang didirikan
hanya dengan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk itu
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dan ada yang didirikan dengan akta notaris. Kekayaan awal yayasan
seperti ini dapat diambilkan dari kekayaan negara yang “dipisahkan”
atau “dilepaskan penguasaannya” dari pemerintah dan dari kekayaan
pribadi sendiri. Ketika suatu yayasan didirikan, yayasan tersebut akan
berada dalam bingkai hukum privat, yayasan akan menjadi entitas

hukum privat dengan segala konsekuensi yuridisnya.

Kedudukan kekayaan negara yang “dipisahkan” atau

9

“dilepaskan pengua ecara yuridis akan dapat disamakan

dengan__zhik : 0 a g konsekuensi  penggunaan,

cbut akan lepas sama

pei :
S§ if C
L Ng a )wv bertujuan
embantu" pemefiataadalam menye anfkepentingan-
gan U penygleng oo ih tepat
bka dikelgla oleh'fsebud@h w@Vasan, seperti: a Bakti
U Bahai X

Sas ayasa san , Ba akanamglidan [a againya.

atnya lengga , pekan

3 y.
aya, dan lai YA AMY: pounakan bentuk ini.
i B -/

*’Nindyo Pramono, “Kewenangan BPK-RI Atas Pemeriksaan Yayasan Di Lingkungan
Instansi Pemerintah Pusat Maupun Daerah Termasuk BUMN dan BUMD,” (Makalah disampaikan
dalam Seminar Sehari di BPK-RI, Jakarta, 17 Februari 2000), hal. 5.
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BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULA

agai wakil dari daerah

‘ an Usaha Milik
i el ndang-Undang.
[ L A C C1( an BUMD

agan atrib ndang

Batasan kepala idae v melimpahkan n untuk
anda p i erog ifik Daerah

peratu i kepde inistrasi

sepanjang tidak fn dengan

maka dengan ini

» kuasa harus memperhatikan

epada orang yang memiliki tugas dan

gara merupakan

gan negara.

4.2

N

penulis

a. Kepala Daera‘l

pemberian kuasa diberi
wewenang terkait.

b. Notaris dalam membuat Akta Pendirian PT dimana Pemerintah Daerah
sebagai Pihak dan Kepala Daerah memberikan kuasa maka harus
diperkuat dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas Pokok
penerima kuasa dan Surat Tugas, selain itu harus juga memperhatikan
Peraturan Daerah yang menetapkan pendiriannya sebagai landasan

pembuatan akta.
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BAB3
ANALISIS KEWENANGAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH

A. Pelimpahan kewenanga pleh kepala daerah sebagai wakil

dari daeral Peseroan Terbatas
Badan Us

pulauan yang
vinsi terdapat
abupate an daerah

% erintahan.

na dijelaskan ps sebelumnya, pembagiai 1h-daerah

erscbut difl@sdrkan pPAla @sash descaffilisai, d€Kensentrasi g tugas

an. Hal : did apg suatu tah yang
v sehingga la %n ﬁ s%s sebut menjadebijakan

d merintahan.

o

aspirasi masyarakat. Selain pt dhan wewenang, Pemerintah Pusat juga
melimpahkan wewenang kepada pejabat di daerah untuk melaksanakan
pemerintahan di daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pengaturan

Pemerintah, yang menjadi wewenang dari Pemerintah Pusat.

Pembagian kewenangan dalam desentralisasi merupakan penyebaran
kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Akan tetapi, tidak
semua kewenangan dapat didistribusikan karena dalam suatu sistem

UNIVERSITAS INDONESIA

Kewenangan pendirian..., Desca Prestisya, FH Ul, 2017



53

kenegaraan terutama pada Negara Kesatuan tidak memungkinkan kewenangan
dapat sepenuhnya sentralisasi atau desentralisasi. Kewenangan pemerintahan
(eksekutif) saja yang distribusikan tidak termasuk kewenangan legislatif

(pembuatan undang-undang) dan kewenangan yudikatif (peradilan).

Peran pemerintah sebagai pengatur dan penyelenggara pemerintahan
akan semakin berkurang dan akan bergantung kepada sistem koordinasi dan
pembagian kekuasaan pada tingkat pusat maupun daerah. Pembagian

kewenangan tersebut pada_pe goaraan desentralisasi merupakan unsur

dari sentralisasi,_Beg asighada suatu pilihan pertama,

wewenang \ { ) 7 wenang yang dapat

d10€

Pusat kepada

rah yaitu onpuSmeiaktkan urusa t3 konkuren

baiks. me plkut ocnare tau pun

n.' Pada

aitan dengan pelajanamddasai#Serta urgysan pemesi

dasdrnya f terseDlfdil i mening an pelayapan publik

jud gy syarakd

al A ) W meningkatdejahteraan

m t adalah defigan*memmekatican"simber pendap rah sehingga

percepa

alah satu

dapat mengg ﬁ' ;;?l Pendapatan asli daerah
didapatks hiaaj i daCTal, CITOUST Ot Akl ngelolaan kekayaan

Daerah yang_~dipisak o ‘vm‘nn- patan daerah melalui
pengelolaan  keka v. w < defigan melakukan perputaran
keuangan salah satunya denga

g investasi. Investasi yang dilakukan salah

satunya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah merupakan suatu cara pemerintah untuk
meningkatkan pendapatan daerah akan tetapi pendiriannya pun harus
memperhatikan tujuan dari Badan Usaha Milik Daerah itu sendiri yaitu

memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada

" Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun
2 7.
ibid, Ps. 258
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umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai
kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata

kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.’

Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah baik
untuk Badan Usaha Milik Daerah yang bebentuk Perusahaan umum Daerah
maupun yang berbentuk Perseroan. Untuk Badan Usaha Milik Daerah yang

berbentuk Perseroan setelah .di an dengan Peraturan Daerah ketentuan
pendirian dan lainayz danc Nomor 40 Tahun 2007

tentang Pe '

hukum yang

be njtmelakukan

engan modalie g'seluruhny aham dan

ng Al O lomor 40

7 tentang Perser@ batag§*dan pergturan pels Melihat

padd’ unsu scroan batas yahdthakikatnya akan statugperjanjian
dirian E ert di pleh do au  lebih,
Wdengan untulgiiBs 2&1 % i& aerah seperti n umum

dleh Pemerin@erah sendiri

I)Wang dapat d

seluruhnya atau paling sedik lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh Daerah. Pemerintah Daerah selaku pemegang saham merujuk
kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
bahwa hak, wewenang dan kekuasaan saham/saham prioritet dilakukan oleh

Kepala Daerah yang bersangkutan. Melihat hal tersebut maka dapat dikatakan

? Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014, Ps. 331
* Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007

ps 1 (1)
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Kepala Daerah memiliki kewenangan atributif dari undang-undang untuk
mewakili Pemerintah Daerah dalam mendirikan suatu Badan Usaha Milik

Daerah.

Seperti halnya suatu Perseroan Terbatas apabila akan mendirikan suatu
Perusahaan Terbatas lain dan bertindak selaku pemegang saham, Perseroan
Terbatas pemilik diwakilkan oleh Direktur Utama atau dengan ketentuan
sesuai dengan Anggaran Dasarnya. Untuk suatu Perseroan Terbatas yang akan

melakukan pendirian Perseroa atas baru banyak hal yang diperhatikan

seperti kewenangaa g Rapat Umum Pemegang Saham,

dan lain-lai

rah berbentuk

vakan suatu

g memiliki mengenai

ol Olch ko meéndirikan

perseroan _terbatas Ba pila hal _atau pera g perlu

dipcthatikay

Pendirian statuMBada 2 Tl D aCrah diatur Seeaf@™gum pada
-Undang No ( 4 tentang Pemerlntah dalam 10
pa r Pasal 331 343 ayat (2)

agal'343 dltutup pa
menya aka 4?@ ; kan dalam peraturan

pemerntaiNg Wl?--ﬂmm—-‘r g bangunan Ekonomi

Pemerintah Kotd Banduag: refi¢anafperatusan terscbut seharusnya sudah ada
pada tahun ini hal"te , iy @ Dadd” ketentuan peralihan bahwa
peraturan pelaksana ditetapka g lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan yaitu pada 30 September 2014. Oleh karena hingga
saat ini peraturan pelaksana belum diatur maka Undang-Undang Nomor 5
tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah masih berlaku sebagai acuan yang

lebih mendetail dari Badan Usaha Milik Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah yang sedang digalakan oleh pemerintah

daerah untuk membantu pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan

UNIVERSITAS INDONESIA

Kewenangan pendirian..., Desca Prestisya, FH Ul, 2017



56

masyarakat di daerah dengan masih adanya kekosongan hukum dengan belum
adanya peraturan pelaksana maka pelaksanaan tiap daerah berbeda-beda. Oleh
karena perbedaan-perbedaan tersebut maka notaris harus dapat memperhatikan
lebih seksama mengenai batasan-batasan yang tersebar dalam berbagai
peraturan. Sebagai notaris salah satu yang harus diperhatikan adalah pihak-

pihak dalam pembuatan akta.

Pihak dalam suatu akta notaris dapat menurut Peraturan Jabatan

Notaris dapat dilakukan dengaa @) cara, yakni:

1. Hadir seng
2. Melal
cara tersebut

cata lain yaitu

atau dala terdapat

sraturanigabata otarissakar 'a hal ini

jadi didalam praKtek i i o a notaris

alui pCraatard S i sa tetapi

kedug itor, atau

}4.‘

3. D3 nat AL KCAUAaUKAN

notaris menjagia3aftigd) yaitu:

-
asal(coor ;% e dhm

a wasiat.” Se %1 :

M sendiri (in pcrsooOn),
2. Melaluj 41"_;;,';

Menjadl_piha Alan ﬁ idak""diharuskan bahwa yang

bersangkutan ha s le ad@pan 1otaris, akan tetapi untuk itu
seorang dapat mewakilkan dir #cngan perantara orang lain melalui kuasa.
Dalam hal demikian, maka yang mewakili itu adalah pihak dalam kedudukan
selaku kuasa, sedangkan yang diwakili adalah pihak melalui atau dengan

6
perantaraan kuasa.

> G. S.H. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983),

hlm.146
® ibid, hlm.147
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Pelimpahan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah sebagai
wakil dari daerah untuk menandatangani akta pendirian Peseroan Terbatas
Badan Usaha Milik Daerah dengan pihak dalam jabatan atau kedudukan
adalah apabila seseorang menyatakan bahwa ia bertindak dalam akta yang
bersangkutan bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk orang lain, yakni
bukan membela kepentingan dirinya sendiri akan tetapi orang lain. Seperti
seorang bapak yang menjalankan kekuasaan orang tua, curator, Direksi dari

suatu perseroan terbatas, pengugs perkumpulan atau yayasan dan lainnya.

Dengan demikian sebag iscbutkan dalam Peraturan Jabatan

Notaris seb aja tetapi juga luas

sebagaimg

a contohnya
alah pihak
li adalah
erbatas. Disamping ] n jalan

1 apabi : S 5 ma pe dsa maka

yang beEsang an na g di inya itu

akili da

danldenigan demikian@pem 1 yang d : A dtu. Pada
Hn Terbatas Direlési H gel kuasa (keddatannya)
d'aweroan TerbataS™ts SENdIRl apabiia_tidak dapa I”I‘maka dapat
memberikag _,-f'zf':' 3 and Q&:i\

ahwa sebagai pihak

tas Badan Usaha Milik

terutama piha

i
Daerah, terutama denJ

yang diperhatikan bahwa dalam Pemerintahan pelimpahan kewenangan

aerah. Akan tetapi beberapa hal

tersebut memiliki suatu aturan terstruktur dimana untuk mewakili suatu urusan
Kepala Daerah terdapat struktur organisasi pemerintah yang harus

diperhartikan.

Gubernur

7 ibid, hlm.149
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Wakil

SETDA

Asisten-Asisten

18

snya Provinsi Bali

D ada lampiran

"

bagaimar : - CTICL dir daerah dan

jut tuga Pk dag 1 g satuan

ur pada Provifi§k Balliasig@*masing asisten.

Pad ovinsi B
Kepala her 2 Wakil ah, lalu

s Daerah, I3 h p-a asisten-asiste i . Terkait
d adan Usaha Mahik® D ovinsi Baliw di bawah

AsisdPe ?j .- aan | at hl pada Biro

Perekonomi?

Ktur yangScmiliki tygds untuk

Pelimpahan ks dacrab untuk menandatangani

saha Milik Daera di Pemerintahan

ditian Badan Usaha Milik Daerah karena

akta pendirian PerScrogu
Daerah Kota Bandung untukp
bukan merupakan suatu tugas yang dilaksanakan terus menerus maka Kepala
Daerah akan langsung hadir unruk penandatangan terkait pendirian Badan
Usaha Milik Daerah dan waktu penandatangan menyesuaikan dengan Kepala

Daerah kecuali dalam hal Kepala Daerah berhalangan secara tetap atau untuk

¥ Dikutip dan diunduh dari http://www.baliprov.go.id/Struktur-Organisasi pada
tanggal 25 November 2016.
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hadir dalam Rapat seperti Rapat Umum Pemegang Saham.’ Apabila
kewenangan Kepala Daerah dilimpahkan maka akan dilimpahkan secara
terstruktur kepada Wakil Kepala Daerah (Wakil Walikota), Sekretaris Daerah,
Kepala Bagian Ekonomi, atau Kepala Sub-Bagian Pembangunan Ekonomi,
karena Bagian Ekonomi memiliki salah satu tugas untuk melakukan

pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kota Bandung.

Oleh karena itu, dalam hal pendirian Badan Usaha Milik Daerah

apabila Kepala Daerah di melalui surat kuasa maka harus pula

memperhatikan _kias ) dl ang kepada seseorang secara
terstruktur iliki kewenangan atau
ngan demikian,
insip jenjang

uan Kerja

pala _daer: Climpahkan Ciiail untuk

gdatanganan akiaipe jan Pescrioan Terbatas Bad Usaha Milik
menurut peratura M ng= angan J

IHrtahun 2014

ﬁpala Dacraft*berdasarkanstadane-Undang No
tentang Pep _‘Iﬁr:' : wﬁ ] un!uE kedua kalinya

melalat ERAINTNOMOr Y _Tanun™ 20 Lot ak bahwa Kepala

Daerah mempufival tugassr - . -‘
84

1. memimpin pelak: W tahan yang menjadi kewenangan

Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

2. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan
rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama
DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

 Wawancara dengan Kepala Sub-Bagian Pengembangan Ekonomi Kota Bandung

UNIVERSITAS INDONESIA

Kewenangan pendirian..., Desca Prestisya, FH Ul, 2017



60

4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas
bersama;

5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturang
perundang-undangan;

6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan (dihapus)

7. melaksanakan tuga an ketentuan peraturan perundang-

undangag
Untuk E G ]lhkl kewenangan

ang

netapkan Perkad@an K€putd§an kepala daerah;

. mep b1l tindakan f ufdalaikeadad endesdK yaflp sangat

tuhka akat;

‘elaksanaka - H ' dengan ketd)eraturan

H?rundang-un 0 H
erg Jﬁ;‘ tuga; e\ eflang ter :"'-;T‘ gpala” Daerah memiliki

keWe = Ali} Y d TS K d a N1 T Tnclia 1 ARV an perundang‘
undangan, didatam adang “ a0, DOMOT tahun 2014 tentang
Pemerintah Dacta ghncli S a “ddalah kewenangan untuk

mendirikan Badan Usaha Milt ebagaimana diatur didalam Pasal 331
yang menyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah

yang terdiri dari Perusahaan umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah mengikuti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diamana untuk pendirian

dilakukan dengan Akta Notaris. Oleh karena itu, dalam hal ini notaris harus
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mampu memperhatikan Pemerintah Daerah selaku pihak dalam Akta Badan

Usaha Milik Daerah.

Pemerintah Daerah sebagai Pihak dalam pendirian Badan Usaha Milik
Daerah maka Pemeritah Daerah diwakili oleh Kepala Daerah dalam
kedudukanya. Lebih lanjut didalam Peraturan Perundang-undangan tidak

diatur secara jelas mengenai sejauh mana pengalihan kewenangan ini dapat
dilakukan.

Pengalihan ke surat kuasa berdasaekan Kitab

Undang-Unda ian kuasa disebut juga
dengan Ja

dida

1818, sedangakan

Rerj g N 14 e : pemberian

n sesuatu
kan B perjan jian
ukan autentik,
. Pembepian kuasa
dengan akta autenti . an kuasa, yj‘[ antara
pm uasa dan el asa, i grjianjian I*‘:u dibuat di

muka dan di ﬁr 4 emberie ?m-w- entuk tulisan di bawah

gatam bentuk tulisan dengan lisan

tanga G Sl aiijlalaPeiinbe Al Kuas ibuat secara tertulis
antara pembeg ] e @ i Wemberian kuasa secara
lisan merupakan perjai 'iwiq , artinya pithak pemberi kuasa

memberikan kuasa secara lisaf™KCpada penerima kuasa tentang hal yang

dikuasakannya.

Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kuasa dan penerima

akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan

1 Kitab Undang-Undang Hukum Perda (Burgerlijk Wetboek), Ps.1792
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kewajiban para pihak. Kewajiban penerima kuasa yaitu:'"

1. Melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya,
kerugian, dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa itu.

2. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu
pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak
segera diselesaikan.

3. Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

dan kelalaian-kelalaig an dalam menjalankan kuasanya.
4. Memberj ; - ¥ pa yang telah dilakukan,
anya.
chagai penggantinya
diberikar Aiig sebagai
geantinya,
1la kyas diberilt : cl orang gdangkan

0 ang _dipil iy 2 AtallPrang. yang akapfatau tidak

ampu.
‘lak penerima kKuasa 'adalé cuefiiig jasa dari pdasa. Hak

pH kuasa adala % atau jasa dari'Hima kuasa.

Kewajtban pg 45"2';'

1. mem rima kuasa dengan
pemberi "4 »

2. mengembalikan perSeéko ya®yang telah dikeluarkan penerima
kuasa;

3. membayar upah kepada penerima kuasa;
4. memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang
dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya;

5. membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa

' Kitab Undang-Undang Hukum Perda (Burgerlijk Wetboek), Ps.1800-1803
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terhitung mulai dikeluarkannya persekot tersebut.'?

Sebagaimana dapat diartikan secara luas sebagaimana dijelaskan
bahwa menjadi pihak dalam suatu akta tidak diharuskan bahwa yang
bersangkutan harus hadir sendiri dihadapan notaris, akan tetapi untuk itu
seorang dapat mewakilkan dirinya dengan perantara orang lain melalui kuasa.
Dalam hal demikian, maka yang mewakili itu adalah pihak dalam kedudukan
selaku kuasa, sedangkan yang diwakili adalah pihak melalui atau dengan

perantaraan kuasa. Sebagaimanaadiuraikan dalam Peraturan Jabatan Notaris

hanya memiliki 2 (dua endiri atau degan kuasa. Sehingga

kuasa dalans vas termasuk dalam

kedudyka ab ( )
3 h atau dalam
bat KC nkahiny 2 - _ 243 prang lain

Bengg? ¥ dalam , apabila

KUasa itu diberikan t3fipa yebiifkan orang tertentd, scdapgkan orang
Hpilihg srnvata, orang yangitidakgeakan g tidak pul. Dengan
m aktd Ir1 akilkan

edudukannya f@leh ﬁ peraglimaka Kepala Daerah#memiliki

Kewaytban untuk me ikan baliwa g g dipilihnya orang yang cakap
ata pu. BatasamecDalg ald el ahkan**nangan untuk
penandata ﬁ | SEro :ih? Badan Usaha Milik

Daera AnUrUEeraturan. oerhindai g

oleh KepalaV' : : ang tertentu ada maka
notaris harus mela uk‘en W b orang tersebut selain diberikan

kuasa oleh kepala daerah memilt®*Kewenangan untuk dapat melaksanakan hal

alam 0

(d1d

nasa yang dibuat

tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan tidak secara jelas mengatur
bahwa kuasa harus diberikan kepada yang berwenang dalam hal Badan Usaha

Milik Daerah itu tersendiri bagaimana atau kepada siapa dan sejauh apa

2 Kitab Undang-Undang Hukum Perda (Burgerlijk Wetboek), Ps.1807-1810.
" ibid, him.147
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kewenangan tersebut dapat dilimpahkan. Akan tetapi untuk saat ini hal
tersebut dapat melihat kepada struktural dari Pemerintah Daerah, Peraturan
Kepala Daerah mengenai tugas pokok dan fungsi struktur tersebut atau
setidak-tidaknya tugas dan fungsi dari jabatan struktur tersebut pada Surat
Keputusan Pengangkatan atau Surat Tugas terkait pendirian Badan Usaha
Milik Daerah. Dalam hal ini Kepala Daerah menggunakan mekanisme

pemerintahan pada umumnya yaitu:

a. kewenangan Kepala Dags idasarkan kepada peraturan yang lebih

khusus yaity b

secaya . i, konsep hukum
el

-m. (CTHE C .v

g kewe g L chi Ke

but  harus
. Kepala
cmiliki kewendfigan : coasika enangan
Hemeri selamatkti S ‘ an negara.
yangeberkaits ‘ 2 ‘ disetujui oleh

PFdan tuangkaft d

am pendirt MD  perlu

ngalhg dimiliki dan

t dari pemerintah

daerah s n peraturan daerah

ju“ tisitas akta.

dalam pendir
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